WALIKOTA TUAL
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PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMORG2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, PINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN SERTA PEDOMAN PCNGGUNAAN
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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2]

Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 -

tentangPeraturanPclaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, vyang
menegaskan bahwa ketentuan- lebih lanjut mengenai tata
cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam
Peraturan Walikdta; |

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam haruf a, . perlu ditetapkan dﬂngan
Peraturan Wallkota Tual, .

. _L_Tn(_iang—Unda_ng Nomer 60 Tahl.m 1958 tentang

Penetapan Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 1957
tentang  Pembentukan — Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat I Dalamn Wilayah Daerah Swatantra Tmgkat I
Maluku  {Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1958. Normor 111, Tambahan Lembaran Negara
Rr:pubhk Indonesia Numur 1643);

Undang-Undang Nomeor . 33 Tahun '20[}4 . [entang

Perimbangan Keuangan -antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 4438); ' o

Undang-Undang Nemeor 31 Tabhun 2007 tentang
Pembentulkan Kota Tual di Provinsi Maluku {Lrinbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209); : ' N

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Nega.ra Rﬁpubh}:
Indonesia Nomur5495]



3.,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun X4  tentang
Pemerintahan Dderah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
tdah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negasa Republik
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Momor 9
Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan
Dactah  (Lembaran  Negara  Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679}

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tenﬁng
Pengelolaann  Keuangan Daerah (Lembaran Negara

'Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan

Lembeargn Negara Republik Indonesia Nomor4578); - '

7 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentahg

10,

Perattiran  Pelaksansan Undang-Undang Nomor 6
‘Tahun 2014 ‘tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2014 Momor 123, Tambehan. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomar 5539). sebagaimana

tdah diubah. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tehun 2015 ~ tentang Perubahan Atas . Peraturan

Pemerintah Nomor . 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksangan Undang-Undang - Nomor ~ 6. Tahun' 2014

‘tentang Diesa (Lembaran Negara Republik * Indonesia

Tahun 2015 Noror 157, Tambahan Lembaran. 'Nggqra_

‘Republik Indonesia Nomor 5717);

peraturan Presiden Nomor 107 Tahm 2017 tentang

Rinchan Angearan Pendapatan dan Belang Negara

Tahun Arggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Nomeor 244j; o o

‘Peraturan Menteri- Dalam Megeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa ‘(Berita - Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003%
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 . tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran . Pendapatan
dan Belanja. Negara (Lembaran - Negara -Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5558) sebagaimana

-telah beberapa kali diubah -terakhir depgan Pgraturan

Pemerintah .Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Keca Atas Peraturan Pemerintah Nomor €0 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang ‘Bersumber deri “Anggaran

Pendapatan dan Beanja Negara(lembaran ~Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2016 Notaor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864};




11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomwor 244);

12. Peraturan Mentetri Dalam. Negeri Nomor 113 Tahun X014
tentang Pengelolaan Keuvangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 1967);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMKO07/2017
tentang Pengelolaan Transfizr ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) scbagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubaha Kedua Atas
Peraturan. Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transier ke Daerah dan Dana Desa;

7 Persturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuken Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republ_ik Indoniesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 201t
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Tual {Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016
.Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah - Kota Tual

.. Nomor 7096); o - o A

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2017
‘tentang Anggaran  Pendapatan - dan  Belanja
Daerah {APBD) Kota Tual Tahun Anggaran = 218
(Lembaran Dacrah Kota Tual Tahun 2017 Nomor 99} _

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG:  TATA .. CARA

PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN
ALOKAS! DANA DESA SETIAP DESA. DAN DUSUN SERTA
PEDOMAN PENGGUNAAN  ALOKASI ~ DANA DESA
I KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2018. T

) . BABI .
. KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1

2.
3.
4,

o e

Dacrah adalah adalah Kota Tual

Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daeraly L ST
Walikota adalah Walikota Tual. S
Camat atau sebutan lain  adalah  pemimpin . dan  koordinator
penyelenggaraan pemerintahan d wilayah keje kecamatan vaug dalam
pelaksanaan tugasnya memperolen pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari 'Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan mernyelenggarakan tugas urmam. permerintahan;
Kcpala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kota Tual; © . o
Perungkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kota Tual




10,
1.
12,
13.
14.
15.

16.

17

18,
1<,
20,

21,

22,

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disi ngkat ADD, adalah dana perimbangan
vang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota setelah dilurangi Dara AlokasibKhusus;

Desa adaish kesatuan masyar-akat hukum yang memiliki batas wilayah
vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa inasyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintzhan Negara Kesaman Republik Indonesia,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indaonesia;

Pemerintah Desa adalah Xepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyclenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa, yang sc¢lanjutnya disingkat BFD, adalah
lembega yang melaksanakan fungsi pemeriniahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwaldlan wilayah
¢an ditetapkan secara demokratis;

Musyawarah Desa -atau yang disebut dengan nama lain  adalah
musyawarah antara BPD, Pemenniah Desa, dan unsur masyatrakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
Padan Usaha Milik ‘Desa, yang - selanjutnya dizebut. BUMDesga, -adalah
badan usshe yang seluruh atay sebagian besar modalnya dimilils oleh

‘desa melalui ‘penyertaan secara lanigsung yang berasal dani kekayaan desa
‘yang dipisahkan guna rmengelola aset. jasa pelayanan, dan usaha lkinnya

untuk sebesar: besarmya kesejahteraan masyarakaf deésa, | ]
Pemmbangunan Desa adalah upaya peningketan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarmya kesejahteraan masyarakat desa;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uvang dan barang Yang

berhubungan dengan pelaksansan hak dan kewajiban desa;

Pemberdayaan Masyarakat - Desa -adalah upaya mengembangkan

Kemandirian dan kesejahteraan : masyarakat dengan meningkatken

pengetabuan, sikap, kewerampilan, perilaku, kemampuan, kusadaran,

serta. memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendamnpingan yang sesuvai dengan ¢sensi masalah dan

_prioritas kebutuhan masyarakat desa; .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yarg selanjutnya disingkat

-APBD adalah rencana keuwangan tahunan Pemerintahun  Daerali yarg

dibahas dan disctujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturen. Daerah; @
Anggaran Pendapatan dan Beanja Desa, selanjutnya disingiat APBDesa,
adaiah rencana keuangan tahunan: Pemerintahan Desa; ' :

Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan,”  penatausahean, . pelaporan, dan
pertanggungjawaban ADD; . _ D
Rencana Anggaran Bigya dan Kegiatan ADD, yarg selanjutnya disingkat
RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa. -
Bendahara Desa adalah Peranglt Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa

untuk  menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa ddlam

-rangka pelaksanaan APBDesa; - g -
Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tinghat desa

adalah Tim yang . dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan baniuan keuangan yang diterima eleh Pemerintah Desa dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. : )




BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota im. adalah:

s memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam mengalokasikan ADIY, dan

b mcmberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
mengelola ADD.

Posal 3

Tujean ditetapkannya Peraruran Walikota i adalah unfuk mewujudkan
kepastian hukum dan tertib admiristrasi delam pengelolaan ADD.

Ruang Lingkup yang diacur dalam Peraturan Walikota. ini meliputi:
sumhber dan besaran ADD bagi Pemerntah Dess;

pengalokasian ADD ftepada Pemeriniah Desa;

penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;

pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;

penggunaan ADD oleh Pemenntah Desa;

perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa;. dan
‘pembinaan den pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

SWR e O ;r#

"BAB I
SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

{1} Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APED Kota Tual setiap

© tahun anggaran

(@) ADD schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikat 10% (s¢puluh
perseratus] dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Twel dalam

. APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus., .

(3) Besarnya ADD vamg dialokasikan dalam APE] Kota Tual Tahun

© Anggaran 2018 sebe=sar Rp 40399.082.500(Empat ruluh Milyar Tiga
Ratus Sembilan Puuh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima
Ratus Rupiah).

@4 Rincan ADD untuk setiap dess dan dusun d  Kota Tual Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana . tercantum dalam Lampiren 0 Peraturan
Walikota ini, dan merupakan baglan yang talk terpmahkan :hn Pe:raturan
Wahkata int

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Pasgal 6

Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilaksanakan secara merata dan adil untuk setiap desa dan dusun: '




ol

Y

(1)

(2)

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan ADD

Pasal 7

ADD dikelola berdasarkan ases transparan, alkuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertiby dan disiplin anggaran kinerja.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bealwa
dalam pengelolaan ADD, rmasyarakat dapat mengakses informasi
seluas-luasnya tentang dana tersebut.

Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa
dalam pengelolasn ADD  sesuai dengan  ketentuan  persturan
perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mngka
pencapaian tujuan sesuai kinerja yang tddah ditetapkan,

Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa
dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.

Tertib dan disiplin anggaran kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara
epat waktu dan tepal guna yang didukung dengan  bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua
Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 8

P.DD di.l.-celala dengan prinsip hemat terarah, dan terkendali seTta hari.a
dapat dtpzrtmggtmg-;awabkan secara admmm.ran teknis, dan hukurm, -

Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan,
dan dievelussi 3secara terbuka dengan 'melibatken seluruh - unsur
masyarakat di desa. . Loy

Bagian Ketiga
Pdaksanaan

Pmlg

ADD vyang diterima Desa dimasukan dalam hPBDesa Tahun Anggaran
berkenaan.

Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam
Buku Adminisirasi Keuangan Desa olch -Bendahara Desa yang ditunjuk
oleh Kepala Dess.

Penatausahaan ADD d:laksanakan ascsual ketentuan dalam pengelolaan

kenangan Desa,
Pasal 10

Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima
desa belum diketahuwi, make besaran ADD yang dicantumkan dalam
‘APBDésa, menggunaken besaran ADD wvang diterima desa . yang
bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam
APBDesa sebagaimana dimaksod pada ayat ({1} dengan realisasi
penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam
Perubahan APBDesa.



(L)

L3

@

(3)

(4

(&}

(7)

-

BAB VI
PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

' Kesamm
Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal t)

Penyediaan dama untuk ADD Kepeda Pemerntah Desa dianggarkan
melalui APBD Kota Tual

Guna memperlancar penyaluran = ADD kepada Pcmmntah Desa,
Walikota menunjuk salah sat bank di daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 12

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Dess. telah
melengkapi herkas pcrsyaralan yang n:htentukan secara lengkap dan
benar,

Berkas persyaratan aebagannana dimalksud dala:n ayat (1) diantaranya
sebagai berikut

a Menyampaikan Laporan. Pertanggungawaban Penggunaan ADD

tahap terekhir tahun sebelumnya;

b, Menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDesa;

c.  Menyampaikan dolumen Peramran Desa. tentang R.K.PDesa. tehiun
anggaran,

 Menyampaikan dokumen Perahuran Desa APBDesa tahun Bnggaran;
. Menyampaikan dokumen DPA.Desa talun anggeran,
Menyampaika jadwal kegiatan dan kebutuhan anggaran yang
ditandatangani aleh Kepala desa dan ketua BPD;

g Menyampaikan surat pengantar permintaan pencairan ADD dengen.

melampirkan rincian kegiatan dan arggaran yang dibutunkan.
Penyaluran ADD dapat dilaksanskan sebelum penetapan Anggeran.
jPendapatan dan Belanja Desa untuk membiayni keperluan. setiap bulan.
dan selanjutnya diperhitungkan dalam penyahiran ADD Tahap 1 setelah.

penetapan APBDesa,

Pengeluaran  setinggitingginya untuk kepr:rluan : scuap bula.n
scbagaimana dimaksud pada ayat {3) diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,

Belanja yvang bemsifat mengikat sebagaimana dimaksud pada a}rat {4)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerinah desa dengan jumlah yang culkup untuk
keperluan setiap bulan  dalam  tabun  anggaran berjalan. - seperti
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD. - -
Belanja - vang bersifat wajib- adalah  belanja  untuk terjaminnya

. kelangsungan - pemenuhan - pendanaan pelayanan desar- masyarakat

antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi, sumber daya energi

- dan / atau melaksanakan kewajban kepada pihak ketiga.

Penyaluran ADD schelum penetapan APBDesa sebagaitmana dimaksud

pada ayat (3), dengan persyaratan,

a Terdapat penetapan besaran penghasilan tetap dan t-.m;pangan kepala
desa dan perangkat desa serta tunjangen BPD dan dituangkan dalam
rencana penggunagan dana -oleh kepala desa untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. ' .



(1}

(2

3

(1)

b. Permintaan pembayaran dari kepala desa kepada Walikota Tual -

Cq Kepala Dines Pemberdayaan Mesyarakat dan Desa dengan
mempethitungkan kebutuhan belanj bulanan desa

¢ Persetujuan pembayaran dana dari Walikota atas permintaan leepads,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fota. Tual.

Pasal 13

ADD disalurkan dalam 3 {tiga) tahap, dengan ketentuan sebagaiberikut:

g,

Tahap Pertama sebesar 40% (empat pulub perseratus) dar jumiah

keseluruhan Alokssy Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa

dengan ketentuan :

- menyampaikan persyaratan scebagaimana discbutkan pada pasal
12 ayat {2

. bukt verifikasi SPJ pertanggungjawaban fahap I tahun
sehelumnya yang dikeharkan oleh Badan pengelola Keuangan
dan  Aset Desa Kota Tuwal yang disampaikan ke Dinas
Pemberdayaan Magyarakat dan Desa Kota Tual

Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh  perseratus) dari

keseharuhan Alokesi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa

apabila. telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama

minimal $0% (sembilan puluh perseratus} dengan dilampiri iaporan

- realisasl penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan bukt verifikasi

ShJ pertariggungjawaban tahap 1 yang dikeluarkan -oleh Badan
pengelola Keuangan dan Aset Desa Kota Tual yang digampaikan
ke Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Kota Tual,

Tahap Ketiga sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan

- Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa apabila

telah, mempertanggung jawabkan dana tahep kedua. minimal 90%
(sembilan pullh  perseratus) .dengan dilampiri laporan realisasi
penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan bukti verifikesi SPJ
pertanggungiawaban. tahap - I -yang . dikeluarkan olh - Badan
pengelola - Keuangan dan Aset Desa Kota Tual yang disampaikan
ke Dinas Pemberdayasan Masyarakat dan Desa Kota Tual

Permohonan. Pencairan  oleh  kepala  desa  berikut lampirannya.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cq
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual
Pemerintah desa mengambil ADD pada Rekening Kas desa, dengan
ketentuan sebagal berikut: o N

a.
b

o

Dana diambil sesuai kebutuhan; | . R
Rekomendasi. dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraiat dan
Desa Kota Tual dan C L
Ketentuan kin sehagaimana tercantum delam perjanjian: Kerjasama.
Antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur ADD. Lo

. BAB VI '

PENGGUNAAN ADD
Pasal 14

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk:

L

Ll ol

. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, terdiri dark - -
‘b Sckretaris Desa; dan . _

c. Perangkat Desa selain sckretans Desa. _

Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa;
Tunjengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Insentif Rukun Tetangga/ Rokun Warga/nama lain,



5. . Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD meliputi:

Perjalanan Dinas '

Belanja barang dan penggandaan ATK

Belanj makan/minum Rapat

Biaya perawatan kantor dan I ngkungan Kantor Kepala Desa

Belanja  pakajan dnas  upacara kepala desa dan

kelengkapannya.

Belanig pakaian dinas haran

Bigya perawatan kendaraan dinss.

Biaya - penyediaan dafa. dan pembuatan pelaporan dan

pertanggungiawaban meliputi penyusunan APBDes, LPPD dan

LKPJ, pelaporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi

Dana Desa.

i, Biaya belanj jasa listrik, air, telepon.

6  Penyclenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangurnan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa meliputi:

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa.

b. Peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan

. Usaha Milik Desa. L =

¢ Penggunaanpemanfaatan teknologi tepat guna.

d. Pengembangan scsial budaya. '

e. Kegiatan. 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberduyaan
Kesejahteraan Keluarga dapat dipergunakan untukinendukung
Kegiatan Posyandudan penangguiangan gizi ‘buruk. dan lain-
Jain. . ' '

{. Biaya pembtuatan dam perbaikan profil desa.

g. Peningkatan Sumber Days Aparatur Kepala Desa dan Perangkat
Desa, meliputi: pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan
study banding. R R -

h Kegiatan lain  yang  dapal menunjang . peningkatan
penyelenggaraan pemerintahandesa dan penguatan lembaga

. kemasyarakatan desa’ .. .

L Lain-lain yang sifainya darurat sesuai dengan kondisi desa.

PR DD
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| Pasal 15
() Dalam hél terdapat sba ADD, mmka sia ADD harus disctorkan ke
Rekening Kes Desa wuntuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebh
Perhitungan Anggaran (SiLPAJ. . U L
(2) Penggunaan SiLPA sesusi ketemtuan peraturan perundang-undangan,
PERTRNGGUNGJﬁWHHﬂH DAN FELP!.PGR;FLN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 16

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Walikota dan BPD yang merupakan bagan tidak terpisahkan
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalun masa 1 [satu} tahun
Anggaran terhitung muiai 1 Jamaari sampai dengan 31 Desember. :

Pasal 17

(1} Setiap pengeluaran belanja ataz beban APBDesa. harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah. ' S S



(2) Bukti schagaimana dimaksud pada ayat (1} hans mer:xdapatkar{
pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul danl
penggunaan bukti dimaksud )

(3} Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang AFBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa ‘ _ _

(4} Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh da.n pajpk
lainmya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan paak yang
dipungut ke rekening kas Negara sesual dengan ketentuc n peraturan
perundang-undangan. _ ' , .

{5) Pajak Penghasilan {PPh) dan Pajak lainnya sebagaimana d1ma.ks_ud pada
ayat (4) di hitung oleh bendahara desa pada saat proses pencairan dan
dapat dicairkan pada waktu melakukan penyetoran di kantor pelayanan

pajak.
Baglan Kedua

Pelaporan
Pasal 18
Benl:uk pelaporan atas pcléksa.naa_n hDD adalah sebagai berikut:

] Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi
. ' belalija, perkembangan I’;&lﬂksanﬂﬂﬂ, dan permasalahan yang dihadapi
© dalamm pengelolaan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam
Larnpiran Peraturan Walikota ini; dan o o o

(2) Laporan akhir yaitu laporan yang berist realisasi penerimaan, r_iea.l,ls_as?
" belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan’ yang d;ha;:_lapl
serta upayd penyelesaian perrmasalahan dalam pengelolaan ADD t&hun
perkenaan, dengan format scbagaimana tercantum dalam Lampran

© Peraturan Walikota ini. N _ o o
ST | . BABIX ok

 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
pembinaan

"Pasal 19

() Pembinaan terhadap pengelslaan ADD dilaksanakan oleh tim Yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. .
@ Tim sebagaimana @ dimaksud - pada ayat (1) bertugas - memberikar
. pedoman dan bimbingan péngelolaan dan pelaporan ADD. .. .
Bagian Kedua : . SR

Penigawasan
Pasal 20

1 Pengawasan terhadap pengelniaan ADD berupa pgngaﬁras&n urmum oleh
masyarakat dan peéngawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal
Pemierintah, L ' _ '

@ Pengawasan unum olh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), dilbksanakan oleh ‘BPD dan ditujukan terhadap kebijakan
pengelolaan ADD. _

@ Pengawasan fungsional ocleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada-ayat (1); ditujukan terhadap pelaksanaan
pengelolaan ADD beserta kegiatannya.




4 Apabila berdasarkan hasli pengawasan umum oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayal {2), ditemukan indikasi terjadinya
penyimpangan danj/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya
dilaksanakan secara berjenjang mudai dari  tingkat desa, tingkat
kecamatan, dan tingkat kota.

5 Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas
Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan
indikasi terjadinya penyimpangan danjfatau penyalahgunaan ADD,
maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- undangan :

i} Hasil pengawasan «oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] scbagai dasar pertimbangan
kepada Walikota untuk —menyelesailzan  permasalahan pencairan,
pengelolaan, dan pertanggungjawaban ADD.

BAB X
SANKS]

Pasal 2

-Pengplﬁlaah ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sarnksi éésﬁai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. o
: AR X1
KETENTUAN LAIN-LAIN
[1) Dala_tn hal Pemerintah Desa. tdak. dapat :mcmpertang'gungjaﬁrﬁbkan
penggunaan ADD karena tindaksm{ kesalahan Kepalr Desa dan/atau
Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan | tepada. yang
bersangkutan. : '

() Dalam balterjadi permasalahan. sebagai mana dimakeud pada ayat )
maka tidak menghambat penyaluran ADD tahapselanjutnya.

Pasal 23

Apabila ADD tidak dapat disalurken sampai dengan akhir Tahun Anggaran
berkenaan dikarenakan kesalaban/kelalaian dari Pemerintah Desa yang
bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada d Rekening Pemerintah
Daerah dan menjdi SLPA. . ' | SRLE

s x
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ‘Welikota ini maka Peraturan Walikota Tual
Nomor 38 Tahun 2017 ‘tentang Perubahan Peratura Walikota Tual Nomor 02
Tahun' 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapaii Rincian -Alokasi
Trana Desa Setiap Desa  Kota Tual Tahun Anggesan 2017, dicabut. dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.




Pasal 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Welikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual

Ditetapkan di Tual
pada. tanggal 02 .Januari 2018

WALKOTA TUAL,

Diundangikan di Tual
pacla tangpal qpuaan 2018

¥it, SEKRETA

{ KOTA TUAL,
uargoiw

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2018 NOMOR 2% 3' N




LAMPIRAN [l PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR &3 TAHUN 2018
TANGGAL 02 JANUARI 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2018,

-

NO| KECAMATAN DESA - ~ DUSUN - JUMLAH (Rp)
1 2 o 3 _ . 4 5

1 | PULAU DULLAH SELATAN ... TuaL : o 1.063.133.750

| DUMAR " 063.133.750

" MANGON 1.063.133.750

. FaR 1.063.133.750

| " PULAU UT 1.063.133.750

TAAR o | 1.063.133.750

I | PULAU DULLAH UTARA | FIDITAN | 1.063.133.750

' T NGADI I T 1.063133.750

. DULLAH I 1.063133750

puLLAH LAUT - | | 1.063.133.750

I;_ L T DUROA 1.063.133.750

" LEBETAW1 1.063.133.750

TAMEDAN 1.063.133.750




1.063.133.750

OHOITEL _

| WATRAN ' 1.063133.750

LAIRKAMOR 1.063.133.750

OHOITAHIT R 1.063.133.750

Il | TAYANDOTAM TAYANDO YAMTEL T 1.063.133.750

TAYANDO YAMRU 1.0631332,750

TAYANDO LANGGIAR 1.063.133,750

" TAYANDO OHOIEL 1.063.133.750

TAM NGURHIR 1.063.133.750

S OHOITOM 1063.133.750

NV | PULAU-PULAU KUR LOKWIRIN - 1.063.133.750
KAIMEAR 1.063.133.750

FINUALEN 1.063.133,750

FUBYAL N 1.063.132.750

SERMAF I,'  1.063133.750

Vv | KUR SELATAN KANARA - 1.063.133.750

. WARKAR

1.063.133.750




- YAPAS 1.063133.750
o RUMOIN 1.063.133.750
PASIR PANJANG 1.063.133.750 =
FITARLOR 1.063.133750
. HIRIT R 1.063.133.750
"~ MANGUR NIELA 1.063.133.750
o “FADOL 1.063133.750Q

MANGUR. TIFLEAN

1.063.133.750

TOTAL

40.399.082 500

ALLKQITA TUAL,

"M‘u \




